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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan 

Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga 

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan 

baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal 

mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan 

kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan. 

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai ini merupakan 

perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor  29  Tahun  2014  tentang  

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  dengan  berpedoman pada  

Permenpan  dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petujuk Teknis Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan  Kinerja  dan  

Tata  Cara  Review  atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan 

organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-

tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Urusan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Efisiensi dalam 

penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai 

penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat 

mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan  maupun 

kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja 

(LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Dumai pada tahun mendatang. 

 

 



 
 

 

 

 

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, semoga Laporan 

Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai 

acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai 

khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya. 

 

  

     Kota Dumai 29 Januari 2024 

  KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN     

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK  

 

 

 

     MAINI ASNA, SKM, M. Si 

     Pembina TK I (IV/b) 

     NIP. 19680529 198903 2 002 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan 

salah satu Perangkat Daerah Kota  Dumai  yang  dibentuk  berdasarkan 

Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana 

telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai 

tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan 

di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan. 

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 78 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka sebagai unsur 

teknis,  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin 

oleh seorang K e p a l a  D i n a s  yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.  

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai menjalankan fungsi antara 

lain: 

1 Penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak; 

2 Perumusaan  dan  penetapan  kebijakan  teknis  dibidang 

pengelolaan pemberdayaan perempuan   dan   perlindungan   anak  

sesuai   dengan kewenangannya; 

3 Pemimpinan,  pembinaan  dan  pengendalian  pelaksanaan  tugas 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak; 

4 Pengesahan   dan   penandatanganan   naskah   dinas   sesuai  

dengan kewenangannya; 

5 Perekomendasian dan perizinan teknis, serta pelayanan umum 

sesuai dengan kewenangannya; 

6 Pembinaan pelaksanaan tugas UPT; 

7 Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak; 

8 Pengoordinasian  dengan  instansi  lainnya  dalam  rangka 



 

 

pelaksanaan tugas; 

9 Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Wali kota dalam 

pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang 

tugasnya; 

10 Pembuatan   dan   penyampaian   laporan   pelaksanaan   tugas 

kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah; dan 

11 Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan 

lingkup fungsinya. 

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. melaksanakan MISI yang 

ke 2 (Dua)  RPJMD  Kota  Dumai  Tahun 2021-2026 yaitu “ Mewujudkan 

Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati diri Melayu “ dan 

SASARAN yang ke 2 (Dua) yang merupakan Tujuan Srategis Organisasi 

yaitu “  Mewujudkan masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing 

dan sejahtera “ 

Secara umum Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai 2021 – 2026 .telah 

menetapkan 1  ( sa tu ) Tujuan dengan 3 ( Tiga ) Indikator Kinerja Utama 

yang menjadi tanggung jawab organisasi.   Keberhasilan  pencapaian  

tersebut  harus  diwujudkan  dan  menjadi  tanggungjawab organisasi dan 

dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. 

 

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam 

menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 7 ( Tujuh )  

Program, 19 (  Sembilan Belas )  Kegiatan dan 4 5  ( E m p a t  P u l u h  

L i m a  ) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:  

I. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

1. Kegiatan Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga 

pemerintah kewenangan kabupaten / kota   

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan 

Kabupaten/Kota  



 

Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan PUG 

Termasuk PPRG 

Sub kegiatan Sosialiasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG 

2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan 

Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 

Sub kegiatan Sosialiasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, 

hukum, sosial dan ekonomi 

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota 

Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 

II. Program Perlindungan Perempuan  

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program 

dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota 

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban 

Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan 

Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan 

Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 

III. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan 

Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan 

kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota 

IV. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 

1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan 

Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 



 

 

Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam 

Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 

V. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan 

Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak 

pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 

Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Sub  Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

VI. Program Perlindungan Khusus Anak 

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak 

Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap 

Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang 

Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak 

yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota 

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi 

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber 



 

Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

VII. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel 

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 



 

 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

 

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak pada Tahun 2023 mengalami 2 (dua) kali perubahan 

dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :  

 

Tabel 2.4.1 

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak  pada Tahun 2023 

NO. SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. 

 

Meningkatnya Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender 
dan Pemberdayaan 
Perempuan dalam 
Pembangunan serta 
Perlindungan Perempuan 
dan Anak dari Tindak 
Kekerasan 
 

Cakupan Perempuan dan 
Anak Korban Kekerasan 
yang Mendapat Penanganan 
Pengaduan oleh Petugas 
Terlatih di dalam Unit 
Pelayanan Terpadu Sesuai 
Standar 
 

95% 

Skor Pencapaian Kota Layak 
Anak 
 

750 

Skor Pencapaian Anugerah 
Parahita Ekapraya (APE) 

 

810 

 

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagaimana tertuang 

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Pemberdayaan 



 

Perempuan dan Perlindungan Anak    Tahun    2023    didukung    dengan     

anggaran    sebesar 5.845.083.194 (Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh 

Lima Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) 

untuk melaksanakan 7   (Tujuh) Program Kerja antara lain : 

 

Tabel 2.4.2. 

Program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Dumai 

NO. PROGRAM ANGGARAN SUMBER DANA 

1. Program Pengarusutamaan 
Gender dan Pemberdayaan 
Perempuan 

Rp.  210.263.700 Dana Transfer 
Umum – Dana 
Bagi Hasil 

2. Program Perlindungan 
Perempuan 

Rp. 25.000.000 Dana Transfer 
Umum – Dana 
Bagi Hasil 

3. Program Peningkatan Kualitas 
Keluarga 

Rp.  5.999.300 Dana Transfer 
Umum – Dana 
Bagi Hasil 

4. Program Pengelolaan Sistem 
Data Gender dan Anak 

Rp. 24.999.980 Dana Transfer 
Umum – Dana 
Bagi Hasil 

5. Program Pemenuhan Hak 
Anak 

Rp. 68.990.200 Dana Transfer 
Umum – Dana 
Bagi Hasil 

6. Program Perlindungan Khusus 
Anak 

Rp. 29.999.580 Dana Transfer 
Umum – Dana 
Bagi Hasil 

7. Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Rp.  5.479.830.434 Dana Transfer 
Umum – Dana 
Bagi Hasil 

J UM L A H 
Rp. 5.845.083.194 Dana Transfer 

Umum – Dana Bagi 
Hasil 

 

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada 

tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 2.4.3 

Program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Dumai 

NO. PROGRAM ANGGARAN SUMBER DANA 

1. Program 
Pengarusutamaan Gender 
dan Pemberdayaan 
Perempuan 

Rp.  263.253.700 Dana Transfer Umum – 
Dana Bagi Hasil 

2. Program Perlindungan 
Perempuan 

Rp. 185.546.000 Dana Transfer Umum – 
Dana Bagi Hasil 

3. Program Peningkatan 
Kualitas Keluarga 

Rp.  5.999.300 Dana Transfer Umum – 
Dana Bagi Hasil 

4. Program Pengelolaan 
Sistem Data Gender dan 
Anak 

Rp. 40.524.980 Dana Transfer Umum – 
Dana Bagi Hasil 

5. Program Pemenuhan Hak 
Anak 

Rp. 188.990.200 Dana Transfer Umum – 
Dana Bagi Hasil 

6. Program Perlindungan 
Khusus Anak 

Rp. 467.453.580 Dana Transfer Umum – 
Dana Bagi Hasil, Dana 
Alokasi Khusus 

7. Program Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

Rp.  6.515.124.778 Dana Transfer Umum – 
Dana Bagi Hasil, 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 

J UM L A H Rp. 7.666.892.538 Dana Transfer Umum – 
Dana Bagi Hasil, 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Dana Alokasi 
Khusus 

 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas 

komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. 

Hal tersebut  dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk 

meningkatkan  akuntabilitas,  transparansi, dan kinerja aparatur serta 

penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun 

Capaian Kinerja berdasarkan target dan  realisasi  tahun 2023 adalah 

sebagai berikut:  

 

 

 

 



 

 

Tabel 

Capaian Kinerja berdasarkan target dan  realisasi  tahun 2023 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
Capaian 

2023 
Sangat 
Berhasil 

Berhasil 
Cukup 

Berhasil 
Tidak 

Berhasil 

1. 

 

Meningkatnya 
Pelaksanaan 
Pengarusutam
aan Gender 
dan 
Pemberdayaan 
Perempuan 
dalam 
Pembangunan 
serta 
Perlindungan 
Perempuan 
dan Anak dari 
Tindak 
Kekerasan 

 

Cakupan 
Perempuan 
dan Anak 
Korban 
Kekerasan 
yang Mendapat 
Penanganan 
Pengaduan 
oleh Petugas 
Terlatih di 
dalam Unit 
Pelayanan 
Terpadu 
Sesuai Standar 
 

95%. 105.3% 100% √    

Skor 
Pencapaian 
Kota Layak 
Anak 
 

750 100.6% 754.13 √    

Skor 
Pencapaian 
Anugerah 
Parahita 
Ekapraya 
(APE) 
 

810 75,93% 615 

 

√  

 

 

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut 

menunjukkan  bahwa  pelaksanaan   kinerja  Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Dumai  selama tahun 2023 termasuk kategori 

Sangat Tinggi (93,92%) yaitu Sangat Berhasil. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun 2023 didukung 

dengan anggaran sebesar Rp 7.666.892.538 (Tujuh Milyar Eam Ratus 

Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus 

Tiga Puluh Delapan Rupiah) bersumber dari dana bagi hasil, pendapatan 

asli daerah dan dana alokasi Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA 

OPERASI sebesar Rp. 7.525.246.046 (Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh 

Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Puluh Empat Puluh Enam 

Rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 141.646.492 (Seratus 

Empat Pulih Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus 

Sembilan Puluh Dua Rupiah) 



 

 

 

1. Belanja Operasi : Rp. 7.525.246.046 

2. Belanja Modal : Rp. 141.646.492 

 J u m l a h : Rp. 7.666.892.538 

 

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 3.8 

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Tahun 2023 

Tujuan / 
Sasaran / 
Program 

 

Indikator 

Kinerja Anggaran 

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian 

Tujuan : 
Terwujudnya 
kesetaraan dan 
keadilan gender 
serta pemenuhan 
hak perempuan dan 
anak di Kota Dumai 

Cakupan 
Perempuan dan 
Anak Korban 
Kekerasan yang 
Mendapat 
Penanganan 
Pengaduan oleh 
Petugas Terlatih 
di dalam Unit 
Pelayanan 
Terpadu Sesuai 
Standar 

 

95% 100% 105.3%    

Sasaran : 
Meningkatnya 
Pelaksanaan 
Pengarusutamaan 
Gender dan 
Pemberdayaan 
Perempuan dalam 
Pembangunan serta 
Perlindungan 
Perempuan dan 
Anak dari Tindak 
Kekerasan 
Program : 
Program 
perlindungan 
perempuan 

Meningkatnya 
perlindungan 
bagi perempuan 
 

30%   185.546.000 166.145.600 89.54 

Program : 
Program 
Perlindungan 
Khusus Anak 

Meningkatnya 
perlindungan 
khusus anak 

50%   467.453.580 405.093.983 86.65 

Tujuan : 
Terwujudnya 
kesetaraan dan 
keadilan gender 
serta pemenuhan 
hak perempuan dan 
anak di Kota Dumai 

Skor pencapaian 
kota layak anak 

 

750 

 

754.13 100.6%    

Sasaran : 
Meningkatnya 
Pelaksanaan 
Pengarusutamaan 
Gender dan 
Pemberdayaan 



 

Perempuan dalam 
Pembangunan serta 
Perlindungan 
Perempuan dan 
Anak dari Tindak 
Kekerasan 

Program : 
Program 
Pemenuhan Hak 
Anak 

Meningkatnya 
capaian skor 
kota layak anak 

75%   188.990.200 185.087.161 97.93 

Program : 
Program 
Peningkatan 
Kualitas Keluarga 

Persentase 
Lembaga 
Penyedia 
Layanan 
Peningkatan 
Kualitas 
Keluarga 

80%   5.999.300 5.997.500 99.97 

Tujuan : 
Terwujudnya 
kesetaraan dan 
keadilan gender 
serta pemenuhan 
hak perempuan dan 
anak di Kota Dumai 

Skor Pencapaian 
Anugerah 
Parahita 
Ekapraya (APE) 

810 

 

615 75.93%    

Sasaran : 
Meningkatnya 
Pelaksanaan 
Pengarusutamaan 
Gender dan 
Pemberdayaan 
Perempuan dalam 
Pembangunan serta 
Perlindungan 
Perempuan dan 
Anak dari Tindak 
Kekerasan 

Program : 
Program 
Pengarusutamaan 
Gender dan 
Pemberdayaan 
Perempuan 

Persentase ARG 
di  Kota Dumai 

15%   263.253.700 262.758.000 99.81 

Program : 
Program 
Pengelolaan Sistem 
Data Gender dan 
Anak 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
data terpilah 
gender dan anak 

35%   40.524.980 39.088.900 96.45 

 

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai menganggarkan Belanja 

Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi 

penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

 

 

 



 

 

Tabel 

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 

NO TUJUAN 
INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

CAPAIAN 
KINERJA 

( % ) 

PENYERAPAN 
ANGGARAN 

( % ) 

TINGKAT 
EFISIENSI 

KETERANGAN 

1. Terwujudnya 
kesetaraan 
dan keadilan 
gender serta 
pemenuhan 
hak 
perempuan 
dan anak di 
Kota Dumai 

Cakupan 
Perempuan dan 
Anak Korban 
Kekerasan yang 
Mendapat 
Penanganan 
Pengaduan oleh 
Petugas Terlatih di 
dalam Unit 
Pelayanan 
Terpadu Sesuai 
Standar 

105,27% 88,10% 1,20 % Efisien 

2.  Skor pencapaian 
kota layak anak 

100,55% 98,95% 1,02 % Efisien 

3.  Skor Pencapaian 
Anugerah Parahita 
Ekapraya (APE) 

75,93% 98,13% 0,78 %  

 

Analisis atas  efisiensi  penggunaan  sumber  daya  pada  Tahun  

2023  adalah 

sebagai  berikut: 

a. Pada Indikator Kinerja Utama yaitu cakupan perempuan dan anak 

korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh 

petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar 

tingkat efisiensinya adalah 1 . 2 0 %  berasal dari perhitungan 

persentase capaian kinerja tahun 2023 (105.27%) dibagi dengan 

persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (8 8 . 1 0 % ). 

Pencapaian  tersebut menunjukkan bahwa e fisiensi penggunaan 

Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN; 

b. Pada Indikator Kinerja Utama yaitu skor pencapaian kota layak 

anak tingkat efisiensinya adalah 1 . 0 2 %  berasal dari 

perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100.55%) dibagi 

dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98.95% ). 

Pencapaian  tersebut menunjukkan bahwa e fisiensi penggunaan 

Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN; 

c.  Pada Indikator Kinerja Utama yaitu skor pencapaian anaugerah 

parahita ekapraya (APE) tingkat efisiensinya adalah 0 . 7 8 %  

berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 



 

(75.93%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 

2023 (9 8 . 1 3 % ). Pencapaian  tersebut menunjukkan bahwa 

e fisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori 

KURANG; 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah wujud 

pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja 

lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap 

memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. 

Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas 

pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam 

pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran 

kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah 

satuan atau prosentase 

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan 

sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntable terhadap 

masyarakat, sehingga menjadi  masukan  dan  umpan  balik  bagi  

pihak-pihak  yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya 

kepercayaan masyarakat. 

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem 

dan prosedur yang sama, sebagimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan 

dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah ( AKIP ) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban 

kinerja  dimulai  dari  pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari 

hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi 

kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah. 

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap 

instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas 

penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum 

penyusunan meliputi: 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

1. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
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Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 

Tahun 2021-2026; 

3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Ke empat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun2016 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  

4. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 78  Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Dumai; 

 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun  

2023  dimaksudkan  sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat 

pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja 

organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi 

segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab ( responsibilitas ) 

atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait 

dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi  dan  misi  

yang  telah  ditetapkan.   

 

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai 

dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 55 Tahun 16 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 78 

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan 

unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  dipimpin  oleh 

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali 

kota melalui Sekretaris Daerah,  
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Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai menjalankan fungsi 

antara lain: 

1. Penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak; 

2. Perumusaan  dan  penetapan  kebijakan  teknis  dibidang 

pengelolaan pemberdayaan perempuan   dan   perlindungan   anak  

sesuai   dengan kewenangannya; 

3. Pemimpinan,  pembinaan  dan  pengendalian  pelaksanaan  tugas 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak; 

4. Pengesahan   dan   penandatanganan   naskah   dinas   sesuai  

dengan kewenangannya; 

5. Perekomendasian dan perizinan teknis, serta pelayanan umum 

sesuai dengan kewenangannya; 

6. Pembinaan pelaksanaan tugas UPT; 

7. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak; 

8. Pengoordinasian  dengan  instansi  lainnya  dalam  rangka 

pelaksanaan tugas; 

9. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Wali kota dalam 

pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang 

tugasnya; 

10. Pembuatan   dan   penyampaian   laporan   pelaksanaan   tugas 

kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah; dan 

11. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan 

lingkup fungsinya. 

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Dumai terdiri dari : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris, membawahi  

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha  

2. Kelompok Jabatan Fungsional 

c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan 

Keluarga, terdiri dari : 
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1. Kelompok Jabatan Fungsional 

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, terdiri dari: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional 

e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, terdiri dari: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional 

f. Bidang Data Informasi Gender dan Anak, terdiri dari: 

1.  Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Dumai 

 

1.3 Maksud dan Tujuan  

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan 

bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud  sebagai 

pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan : 
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1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat 

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 

1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan  

pelaksanaan  program  dan  kegiatan;  

1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam 

pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya; 

1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam 

rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

1.4 Isu  Strategis 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tidak dapat terlepas dari 

isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang 

terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dimaksudkan untuk 

menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus 

diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program. 

Isu strategis terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak yang perlu ditangani sbb: 

1. Masih adanya kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Dumai 

2. Belum maksimalnya pelaksanaan perencanaan penganggaran responsive 

gender (PPRG) di Kota Dumai 

3. Belum maksimalnya pelaksanaan data gender dan anak di Kota Dumai 

4. Belum optimalnya pelayanan publik karena terbatasnya kemampuan keuangan 

daerah 

5. Kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil dalam 

menjalankan fungsi pelayanan kepemerintahan 

6. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis 

elektronik dan internet (Electronic Government) belum optimal. 

 

1.5        Cascading Kinerja 

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan 

penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang 

lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) 
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dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan 

sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota 

Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut: 
 

Gambar 1.2 

Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Dumai 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

Visi 

Misi 

Tujuan 

Sasaran 

Indikator 
Tujuan  PD 

Sasaran PD 

Indikator 
sasaran PD 

Program PD 

Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan 
Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya 

Melayu (Dumai Kota Idaman) 

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 
dan Berjati Diri Melayu 

Membangun Masyarakat Dumai yang Produktiv, 
Berdaya Saing dan Sejahtera 

Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat di Kota 

Dumai. 

Skor Pencapian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 

Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 
dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan 
serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak 

Kekerasan 

1. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan 
Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh 
Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu 
Sesuai Standar 

2. Skor Pencapain Kota Layak Anak (KLA) 
3. Skor Pencapian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 

 

1. Program Pengarusutamaan Gender dan 
Pemberdayaan Perempuan 

2. Program Perlindungan Perempuan 

3. Program Perlindungan Khusus Anak 

4. Program Pemenuhan Hak Anak   

5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga   

6. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan 
Anak 
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1.6       Peta Proses Bisnis 

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja 

yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai 

dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai 

tambah bagi pemangku kepentingan.  Peta proses Bisnis Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagaimana skema berikut:  

 

Gambar 1.3 

Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Dumai 

 

 

 

 

1.7      Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah Tahun 2023 

 Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat 

Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai 
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Nomor 700/1315.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi 

Implementasi SAKIP Internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Tahun 2023, telah disampikan saran/rekomendasi antara lain: 

 

Tabel 1.1 Saran/Rekomendasi Tindak Lanjut  

No Kelemahan/ Kekurangan Saran/ Rekomendasi 

1. Rumusan perencanaan kinerja 

belum memuat informasi 

mengenai keterkaitan hubungan 

kinerja/integrasi antar 

bidang/dengan tugas dan fungsi 

lain yang dapat digambarkan 

melalui Crosscutting 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Dumai dalam 

merumuskan perencanaan kinerja agar 

dapat memuat informasi mengenai 

keterkaitan hubungan kinerja/integrasi 

antar bidang/dengan tugas dan fungsi 

lain yang dapat digambarkan melalui 

Crosscutting 

2. Pelaksanaan monitoring Evaluasi 

(Monev) dalam pengukuran 

capaian kinerja tidak dilampirkan 

dengan nota dinas 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Dumai Agar 

membuat Nota Dinas dan Notulen terkait 

monitoring Evaluasi (Monev) dalam 

mengukur capaian kinerja dalam 

mengambil keputusan pimpinan 

3. Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Dumai telah 

membuat laporan monev namun 

dirasa belum mewakili 

pengukuran capaian kinerja 

yang diharapkan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Dumai agar 

membuat laporan monev untuk mengukur 

capaian kinerja yang diharapkan 

4. Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Dumai belum 

membuat nota dinas dalam 

pelaksanaan evaluasi kinerja 

Informasi dalam laporan kinerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Dumai 

kedepannya dapat menggunakan 

informasi dalam laporan kinerja dalam 

pelaksanaan evaluasi pencapaian 

keberhasilan kerja dengan membuat Nota 

Dinas Evaluasi Kinerja 

 

Sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan Langkah-

langkah sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 Tindak Lanjut Terhadap Laporan Hasil Evaluasi 

 

No Langkah-Langkah Tindak Lanjut Waktu Penyelesaian 

1. Rumusan perencanaan kinerja sudah 

digambarkan melalui Crosscutting 
1 Hari 

2. 
Telah membuat nota dinas dan notulen 

terkait monitoring evaluasi (Monev) dalam 

pengukuran capaian kinerja 

1 Hari 

3. Pengukuran capaian kinerja sudah dibuat 

dalam bentuk laporan capaian kinerja 
1 Hari 

4. Telah membuat nota dinas terkait evaluasi 

pencapaian keberhasilan kerja 
1 Hari 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

KOTA DUMAI 

 

2.1  Rencana Strategis 

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir  tahun 

2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, 

hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan 

sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses 

tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah 

kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan 

dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, 

Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan 

fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan 

jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud 

pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari Perjanjian Kerja 

Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah. 

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan 

Erat  kaitannya  dengan  pencapaian  visi  misi  Kota Dumai,  maka 

dokumen  perencanaan  strategis  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan 

dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat 

diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. 

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota 

Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah : 
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“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang 

Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu” 

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang 

dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 

yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.  

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang 

dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 

Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, 

Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.  

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai 

dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai,  dan  juga  merupakan  

target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang  akan 

diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 ( Lima ) tahun 

kedepan. 

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat 

Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu: 

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu 

Pada Kepelabuhan Dan Industri 

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu 

3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas 

4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik. 

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah 

Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tersebut adalah pada 

Misi Kota Dumai: 

 

Gambar 2.1 

 

 

 

 

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan 

Berjati Diri Melayu 
MISI …. 
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2.2       Tujuan Dan Sasaran 

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 

tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan 

Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 ( 

satu ) sampai 5 ( lima ) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran 

dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target 

keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari  tahun 2021 – 2026.  

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka 

selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.  

Tujuan dan Sasaran  merupakan  tahap  perumusan  sasaran 

strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan 

pembangunan jangka menengah daerah  yang  selanjutnya  akan  menjadi 

dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 ( lima ) tahun. 

Tujuan yang dirumuskan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan 

pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan 

yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam 

RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sejalan 

dengan Tujuan Pembangunan Daerah.  

Dari  Tujuan  yang  telah  ditetapkan,  maka   akan dirumuskan 

beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan 

yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, 

dimana  tata  cara  pencapaian  target  dari Sasaran itu akan dituangkan 

kedalam Strategi dan  Arah  Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan 

Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas  

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Indikator 

Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang 

akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan 

Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
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Anak Kota Dumai dalam kurun  waktu 5 (lima) tahun. 

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat 

dilihat dari tabel berikut: 
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Tabel 2.1 

Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 

 

Visi  : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada 

Budaya Melayu 

Misi ke II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu 

Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran Indikator Sasaran Target 

Terwujudnya 

kesetaraan dan 

keadilan gender 

serta pemenuhan 

hak perempuan dan 

anak di Kota Dumai 

  dst 

Skor Pencapaian 

Anugerah 

Parahita 

Ekapraya (APE) 

810 Meningkatnya 

Pelaksanaan 

Pengarusutamaan 

Gender dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dalam 

Pembangunan serta 

Perlindungan Perempuan 

dan Anak dari Tindak 

Kekerasan 

Cakupan Perempuan Dan Anak 

Korban Kekerasan Yang 

Mendapat Penanganan 

Pengaduan Oleh Petugas 

Terlatih Didalam Unit Pelayanan 

Terpadu Sesuai Standar 

95% 

Skor Pencapain Kota Layak 

Anak 

750 

Skor Pencapian Anugerah 

Parahita Ekapraya (APE) 

810 
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2.3      Kebijakan, Strategi Dan Program 

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah 

untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program 

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka 

disususnlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang 

dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan , Indikator Kinerja, 

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mwengacu pada 

program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. 

Dalam kerangka tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan 

perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan 

berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3.1 

Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 

Visi  :   Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang 

Unggul dan Bertumpu Pada Budaya  Melayu  

MISI ke II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri 

Melayu 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Terwujudnya 

kesetaraan dan 

keadilan gender 

serta 

pemenuhan hak 

perempuan dan 

anak di Kota 

Dumai dst 

Meningkatnya 

Pelaksanaan 

Pengarusutamaan 

Gender dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dalam 

Pembangunan 

serta Perlindungan 

Perempuan dan 

Anak dari Tindak 

Kekerasan 

Meningkatnya 

Perlindungan Perempuan 

dan Anak Terhadap 

Tindak Kekerasan 

termasuk Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

(TPPO) 

Pemberian pelayanan 

konseling, mediasi dan 

pendampingan kepada 

Perempuan dan Anak 

Korban Tindak Kekerasan 

Terwujudnya Keadilan 

dan Kesetaraan Gender 

dalam Pembangunan 

Peningkatan sosialisasi 

peraturan perundang-

undangan tentang 

perlindungan perempuan 

dan anak 

Terwujudnya Kota Dumai 

sebagai Kota Layak Anak 
Mewujudkan Kota Dumai 

sebagai Kota Layak Anak 
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Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka 

dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagai berikut :  

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

2. Program Perlindungan Perempuan 

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 

5. Program Pemenuhan Hak Anak 

6. Program Perlindungan Khusus Anak. 

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian 

dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam 

mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan 

kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. 

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran 

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan 

untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai disajikan dalam tabel 

sebagai berikut : 

 

Tabel 2.3.2 

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai 

NO 
Sasaran Strategis 

Uraian Indikator Kinerja Utama 

1 Meningkatnya Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender dan 
Pemberdayaan Perempuan 
dalam Pembangunan serta 
Perlindungan Perempuan dan 
Anak dari Tindak Kekerasan 
 

1. Cakupan Perempuan dan Anak 
Korban Kekerasan yang Mendapat 
Penanganan Pengaduan oleh 
Petugas Terlatih di dalam Unit 
Pelayanan Terpadu Sesuai Standar 

 
2. Skor Pencapaian Kota Layak Anak 

 
3. Skor Pencapaian Anugerah Parahita 

Ekapraya (APE) 
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2.4       Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja 

sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan 

melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam 

pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama 

Tahun 2023. 

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel  

berikut : 

 

Tabel 2.4 

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Dumai Tahun 2023 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. 

 

Meningkatnya 
Pelaksanaan 
Pengarusutamaan 
Gender dan 
Pemberdayaan 
Perempuan dalam 
Pembangunan serta 
Perlindungan 
Perempuan dan Anak 
dari Tindak Kekerasan 
 

Cakupan Perempuan dan Anak 
Korban Kekerasan yang 
Mendapat Penanganan 
Pengaduan oleh Petugas 
Terlatih di dalam Unit 
Pelayanan Terpadu Sesuai 
Standar 
 

95% 

Skor Pencapaian Kota Layak 
Anak 
 

750 

Skor Pencapaian Anugerah 
Parahita Ekapraya (APE) 
 

810 

 

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagaimana 

tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 
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didukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.845.083.194 (Lima Milyar 

Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus 

Sembilan Puluh Empat Rupiah) untuk melaksanakan 7   (Tujuh) Program 

Kerja antara lain : 

 

Tabel 2.5 

Program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Dumai 

 

No. Program Anggaran Sumber Dana 

1. Program 

Pengarusutamaan Gender 

dan Pemberdayaan 

Perempuan 

Rp.  210.263.700 Dana Transfer 

Umum – Dana Bagi 

Hasil 

2. Program Perlindungan 

Perempuan 

Rp. 25.000.000 Dana Transfer 

Umum – Dana Bagi 

Hasil 

3. Program Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

Rp.  5.999.300 Dana Transfer 

Umum – Dana Bagi 

Hasil 

4. Program Pengelolaan 

Sistem Data Gender dan 

Anak 

Rp. 24.999.980 Dana Transfer 

Umum – Dana Bagi 

Hasil 

5. Program Pemenuhan 

Hak Anak 

Rp. 68.990.200 Dana Transfer 

Umum – Dana Bagi 

Hasil 

6. Program Perlindungan 

Khusus Anak 

Rp. 29.999.580 Dana Transfer 

Umum – Dana Bagi 

Hasil 

7. Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

Rp.  5.479.830.434 Dana Transfer 

Umum – Dana Bagi 

Hasil 

J UM L A H Rp. 5.845.083.194 

Dana Transfer 

Umum – Dana Bagi 

Hasil 

 

Seiring  dengan  Perubahan  Anggaran  maka    pada    tanggal  

25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tahun 2023 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.6 

Program kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Dumai 

 

No. Program Anggaran Sumber Dana 

1. Program 

Pengarusutamaan Gender 

dan Pemberdayaan 

Perempuan 

Rp.  263.253.700 Dana Transfer Umum – Dana 

Bagi Hasil 

2. Program Perlindungan 

Perempuan 

Rp. 185.546.000 Dana Transfer Umum – 

Dana Bagi Hasil 

3. Program Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

Rp.  5.999.300 Dana Transfer Umum – 

Dana Bagi Hasil 

4. Program Pengelolaan 

Sistem Data Gender dan 

Anak 

Rp. 40.524.980 Dana Transfer Umum – 

Dana Bagi Hasil 

5. Program Pemenuhan 

Hak Anak 

Rp. 188.990.200 Dana Transfer Umum – 

Dana Bagi Hasil 

6. Program Perlindungan 

Khusus Anak 

Rp. 467.453.580 Dana Transfer Umum – 

Dana Bagi Hasil, Dana 

Alokasi Khusus 

7. Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

Rp.  6.515.124.778 Dana Transfer Umum – 

Dana Bagi Hasil, 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

J UM L A H Rp. 7.666.892.538 

Dana Transfer Umum – Dana 

Bagi Hasil, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Alokasi 

Khusus 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

DUMAI TAHUN 2023 

 

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

Pengukur kinerja (performance measurement) adalah suatu proses 

penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah 

ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau 

alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian 

pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga 

dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan dan akuntabilitas.  

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para 

pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara 

terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui 

laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik 

(Perpres No 29 Tahun 2014).  

Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Dumai  berkewajiban  melaporkan  hasil kinerjanya melalui Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan 

yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan 

Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan 

gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator 

sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 

2026. 
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Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang 

dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel 

berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang 

juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. 

 

Tabel 3.1 

Skala Nilai Peringkat Kinerja 

 

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 

1 ≥ 90 Sangat Tinggi 

2 76 ≤ 90 Tinggi 

3 66 ≤ 75 Sedang 

4 51 ≤ 65 Rendah 

5 ≤ 50 Sangat Rendah 

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 

Pengukuran kinerja digunakan melalui  metode pengukuran kinerja 

dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan 

sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase 

pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. 

Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja 

Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).  

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 

rumus perhitungan yaitu: 

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan 

persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) 

digunakan rumus: 

a. Rumus :𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖    

𝑥 100% 

𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan 
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persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) 

digunakan rumus: 

 

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing 

indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel,  yaitu : 

 

Tabel 3.2 

Atribut Capaian Indikator Kinerja 

 

No 
Nilai Capaian Kinerja 

Atribut 
% Keterangan Persentase 

1 85% s.d 100% 
Delapan puluh lima persen 
sampai dengan seratus persen 

Sangat Berhasil 

2 70% s.d < 85% 
Tujuh    puluh    persen    sampai 
dengan kurang dari delapan puluh 
lima persen 

Berhasil 

3 55% s.d < 70% 
Lima puluh lima persen sampai 
dengan kurang dari tujuh puluh 
persen 

Cukup Berhasil 

4 < 55% Di bawah lima puluh lima persen Tidak Berhasil 

 

3.1   Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi 

Tahun 2023 

Dalam  implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan  atas komitmen 

kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal 

tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian 

keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.  

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai 

telah menetapkan 1 Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 3 

Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. 
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Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada tahun 2023 

berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam table 3.3 

dan dijabarkan  sebagai berikut : 

 

Tabel 3.3 

Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023 

 
 

No 

SASARAN 2022 2023 

URAIAN INDIKATOR Realisasi Capaian 
Kinerja 

Target Realisasi Capaian 
Kinerja 

Predikat 
Capaian 

1. Meningkatnya 
Pelaksanaan 
Pengarusutam
aan Gender 
dan 
Pemberdayaan 
Perempuan 
dalam 
Pembangunan 
serta 
Perlindungan 
Perempuan 
dan Anak dari 
Tindak 
Kekerasan 

 

Cakupan 
Perempuan 
dan Anak 
Korban 
Kekerasan 
yang 
Mendapat 
Penanganan 
Pengaduan 
oleh Petugas 
Terlatih di 
dalam Unit 
Pelayanan 
Terpadu 
Sesuai 
Standar 

 

100% 105.3% 95% 100% 105.27% Sangat 

berhasil 

Skor 
Pencapaian 
Kota Layak 
Anak 

703.5 100.5% 750 754.13 100.55% Sangat 

berhasil 

Skor 
Pencapaian 
Anugerah 
Parahita 
Ekapraya 
(APE) 

3862.5 121.2% 810 615 75.93% Berhasil 

 Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023 

 

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut: 

1. Indikator cakupan  perempuan dan anak korban kekerasan 

yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih 

di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar. 

a. Capaian kinerja untuk indikator cakupan  perempuan 

dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan 

pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan 

terpadu sesuai standar menunjukkan capaian yang tetap. 
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Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 95% realisasi 

sebesar 100% tercapai 105.27% atau bernilai kinerja ≥ 90 

(sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 

2022 sebesar 100% atau tercapai sebesar 105.27%, maka 

capaian tahun 2023 tetap sebesar 100%. 

 

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Cakupan 

perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat 

penanganan pengaduan oleh petugas  terlatih di dalam 

unit pelayanan terpadu sesuai standar melebihi target 

yang telah ditentukan adalah sebagai berikut: 

- Program Perlindungan Perempuan 

a) Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup 

daerah kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan: 

• Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program 

dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan 

lingkup daerah kabupaten/ kota dengan indikator keluaran 

yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan 

kekerasan terhadap perempuan kewenangan  kabupaten/ 

kota dengan target 3 dokumen dan terealisasi 100 %. 

Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan rapat koordinasi 

pencegahan kekerasan perempuan dan anak , kegiatan 

sosialisasi pencegahan terorisme dan radikalisme, kegiatan 

pengembangan desa atau kelurahan ramah perempuan dan 

anak dan kegiatan penyusunan nota kesepahaman pada 7 

Kecamatan. 

b) Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan 

korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan 

kabupaten/ kota. dengan target 25 layanan dengan sub kegiatan: 

• Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan 

rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan 

kewenangan kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu 

jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan 
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koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan 

kewenangan kabupaten/ kota dengan target 25 layanan dan 

terealisasi 100 %. 

c) Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota 

yang terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain: 

• Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan 

perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/ kota 

dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil 

penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan 

perlindungan perempuan kewenangan kabuoaten/kota 

dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100 %. Adapun  

kegiatan yang sudah dilakukan berupa sosialisasi pencegahan 

kekerasan perempuan dan anak di sekolah. 

 

- Program Perlindungan Khusus Anak 

a) Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan 

para pihak lingkup daerah kabupaten/ kota yang terdiri dari sub 

kegiatan : 

• Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap 

anak kewenangan kabupaten/ kota dengan indikator keluaran 

yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi 

pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan 

kabupaten/ kota dengan target 3 dokumen dan terealisasi 100 

%. Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi 

pencegahan perkawinan usia anak di kecamatan, kegiatan 

kampanye perlindungan perempuan dan anak. 

b) Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan 

perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah 

kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan : 

• Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang 

memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ 

kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah anak yang 

memerluka perlindungan khusus mendapatkan layanan 
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pengaduan kewenangan kabupaten/kota dengan target 50 

orang dan terealisasi 100 %. 

• Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak 

yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan 

kabupaten/kota dengan indikator keluaran jumlah layanan 

tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan 

sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus 

kewenangan kabupaten/kota dengan target 7 layanan dan 

terealisasi 100%. 

c) Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus 

tingkat daerah kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan : 

• Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber 

daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan 

perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota dengan 

indikator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi 

peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia 

layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus 

kewenangan kabupaten/kota dengan target 2 dokumen dan 

terealisasi 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara 

lain berupa pelatihan pencatatan pelaporan kasus kekerasan 

perempuan dan anak melalui simphoni, pelatihan 

pendampingan korban TPPO dan pelatihan Psychological 

First Aid.  

c. Faktor penghambat Capaian Indikator Cakupan 

perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat 

penanganan pengaduan oleh petugas  terlatih di dalam 

unit pelayanan terpadu sesuai standar adalah sebagai 

berikut:  

- Masih rendahnya kualitas SDM UPT PPA dalam 

penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. 

- Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman satgas 

peduli prempuan dan anak dalam hal penjaringan kasus 

kekerasan perempuan dan anak. 
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d. Tindak lanjut Capaian Indikator cakupan  perempuan 

dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan 

pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan 

terpadu sesuai standar adalah sebagai berikut: 

 

- Meningkatkan kualitas sdm UPT PPA ; 

- Meningkatkan Kerjasama dengan lintas sektor terkait 

dalam hal penjaringan, pemantauan, pendampingan dan 

penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan 

anak; 

- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada 

satuan tugas – satuan tugas Peduli Perempuan dan Anak 

(DULREMPAK) yang ada di kecamatan dan kelurahan 

sebagai perpanjangan tangan Dinas PPPA Kota Dumai. 

 

2. Indikator Skor Pencapaian Kota Layak Anak 

a. Capaian kinerja untuk indikator Skor Pencapaian Kota Layak 

Anak menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang 

ditetapkan tahun 2023 adalah 750 realisasi sebesar 754.13 

tercapai 100.55% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila 

dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 705.3 

atau tercapai sebesar 100.5%, maka capaian tahun 2023 

meningkat sebesar 100.55%. 

b. Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator skor 

pencapaian kota layak anak melebihi target yang telah 

ditentukan adalah sebagai berikut: 

- Program Pemenuhan Hak Anak 

a) Kegiatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, 

non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan 

kabupaten/kota yang terdiri dari sub kegiatan : 

• Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak 

pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha 

kewenangan kabupaten/kota dengan indikator keluaran yaitu 

jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan 
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dunia usaha yang mendapatkan advokasi kebijakan dan 

pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi 

pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha dengan target 4 

organisasi dan tercapai 100%, dengan pelaksanaan kegiatan 

Informasi Layak Anak (ILA) dan Replikasi PATBM. 

b) Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan 

kabupaten/kota yang terdiri dari sub kegiatan : 

• Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak 

kewenangan kabupaten/kota dengan indikator 

keluaran jumlah anak yang mendapatkan layanan 

peningkatan kualitas hidup anak kewenangan 

kabupaten/kota dengan target 50 orang dan 

terealiasasi 100%. 

• Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi 

pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan 

peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah 

kabupaten/kota dengan indikator keluaran jumlah 

dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 

pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan 

peningkatan kualitas hidup anak kewenangan 

kabupaten/kota dengan target 1 dokumen dan 

terealisasi 100% dengan pelaksanaan kegiatan 

bimbingan konveksi hak anak, kegiatan seminar 

psikologis, dan kegiatan koordinasi dengan APSAI. 

• Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan 

peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah 

kabupaten/kota dengan indikator keluaran jumlah 

dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga 

penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak 

kewenangan kabupaten/kota dengan target 2 

dokumen dan terealisasi 100% dengan pelaksanaan 

kegiatan rapat koordinasi GT-KLA, kegiatan rapat 

pokja GT-KLA, kegiatan pembentukan forum anak, 
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kegiatan pembinaan forum anak, kegiatan pemilihan 

duta anak dan kegiatan peringatan hari anak 

nasional. 

c. Faktor penghambat skor pencapaian kota layak anak 

adalah sebagai berikut:  

-  Masih rendahnya komitmen perangkat daerah 

dalam pencapaian Dumai sebagai kota layak 

anak. 

-  Belum terbentuknya peraturan daerah tentang 

kota layak anak.  

 

d. Tindak lanjut Capaian Indikator skor pencapaian kota 

layak anak adalah sebagai berikut: 

- Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait 

dalam hal pencapaian Dumai sebagai kota layak anak; 

- Memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam 

pencapaian kota layak anak; 

- Meningkatkan advokasi kepada perangkat daerah dalam 

memberikan inovasi pengembangan kegiatan;  

- Melakukan advokasi kepada kepala daerah kota dumai 

dan DPRD untuk terwujudnya perda kota layak anak. 

3. Indikator skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE) 

a. Capaian kinerja untuk indikator skor pencapaian 

anugerah parahita ekapraya (APE) menunjukkan capaian 

yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 

810 realisasi sebesar 615 tercapai 75.93% atau bernilai 

kinerja tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 

sebesar 3862.5 atau tercapai sebesar 121.2%, maka 

capaian tahun 2023 menurun sebesar 75.93%. 

b. Faktor pendukung/ pendorong  capaian indikator skor 

pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE) kurang target 

yang telah ditentukan adalah sebagai berikut: 

- Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

terdiri dari: 
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a) Kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada 

lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota yang terdiri 

dari sub kegiatan: 

• Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan 

kabupaten/ kota dengan indicator keluaran yaitu jumlah 

dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan kabupaten/kota 

dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%. 

• Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG 

termasuk PPRG dengan indicator keluaran yaitu jumlah 

perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan 

pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) 

termasuk perencanaan pembangunan responsive gender 

(PPRG) kewenangan kabupaten/kota dengan target 10 

perangkat daerah, dan terealisasi 100%. 

• Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG 

dengan indikator keluaran jumlah perangkat daerah yang 

mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan 

pembangunan responsive gender (PPRG) kewenangan 

kabupaten/kota dengan target 20 perangkat daerah dan 

terealisasi 100%. 

b) Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, 

sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan 

kewenangan kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan: 

• Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, 

hukum, sosial, dan ekonomi dengan indicator keluaran yaitu 

jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi 

perempuan bidang politik, hukum, social dan ekonomi 

kewenangan kabupaten/kota dengan target 1 dokumen dan 

terealisasi 100%.  

c) Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ 

kota yang terdiri dari sub kegiatan: 
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• Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) 

pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota 

dengan indicator keluaran yaitu jumlah dokumen komunikasi 

informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan 

kewenangan kabupaten/kota yang tersedia dengan target 1 

dokumen dan terealisasi 100%.  

- Program pengelolaan sistem data gender dan anak terdiri dari: 

a) Kegiatan pengumpulan,  pengolahan analisis dan penyajian data 

gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah 

kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan: 

• Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/ 

kota dengan indicator keluaran yaitu jumlah dokumen data 

gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia dengan target 

1 dokumen dan terealisasi 100%. 

• Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam 

kelembagaan data di kewenangan kabupaten/ kota dengan 

indicator keluaran yaitu jumlah dokumen penyajian dan 

pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data 

di kewenangan kabupaten/kota dengan target 3 dokumen dan 

terealisasi 100%. 

c. Faktor penghambat Capaian Indikator skor pencapaian 

anugerah parahita ekapraya (APE) adalah sebagai 

berikut:  

- Perubahan indikator evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan 

gender (PUG) dari dua indikator yaitu dimensi prasyarat dan 

dimensi pelaksanaan menjadi tiga indikator yaitu dimensi 

pelembagaan PUG, penyelenggaraan PUG dalam proses 

pembangunan, serta inovasi. 

- Perubahan cara perhitungan evaluasi sehingga terjadi perubahan 

target skor pada tahun 2023 yang semula 3862 menjadi 810 yang 

berdampak pada penurunan nominal skor. 

- Perubahan kategori skor pencapaian anugerah parahita ekapraya 

(APE) yang semula terdiri dari 4 predikat yaitu  PRATAMA dengan 

range skor (2512.5-3187) , MADYA dengan range skor (3187.5-
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3862), UTAMA dengan range skor (3862.5-4537) dan MENTOR 

dengan range skor (>4537.5) menjadi 5 predikat yaitu predikat 

PRATAMA dengan range skor (501-600), MADYA dengan range 

skor (601-700), NINDYA dengan range skor (701-800), UTAMA 

dengan range skor (801-900) dan MENTOR dengan range skor 

(>900). 

d. Tindak lanjut Capaian Indikator skor pencapaian 

anugerah parahita ekapraya (APE) adalah sebagai berikut: 

- Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam 

pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif 

gender (PPRG) ; 

- Meningkatkan kerjasama lintas sektor terkait dalam 

pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif 

gender (PPRG); 

- Memperkuat kerjasama tim dalam hal penyebarluasan 

informasi tentang perencanaan penganggaran responsif 

gender (PPRG); 

 

3.2      Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023 

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 

sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.4 

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 

 

No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Target Realisasi Capaian 

2022 2023 2022 2023 2022 2023 
1. 

 

Meningkatnya 
Pelaksanaan 
Pengarusutamaan 
Gender dan 
Pemberdayaan 
Perempuan dalam 
Pembangunan serta 
Perlindungan 
Perempuan dan 
Anak dari Tindak 
Kekerasan 

 

Cakupan Perempuan 
dan Anak Korban 
Kekerasan yang 
Mendapat 
Penanganan 
Pengaduan oleh 
Petugas Terlatih di 
dalam Unit Pelayanan 
Terpadu Sesuai 
Standar 

 

95% 95% 100% 100% 105.3% 105.27% 

Skor Pencapaian Kota 

Layak Anak 
700 750 703.5 754.13 105.3% 100.55% 

Skor Pencapaian 

Anugerah Parahita 

Ekapraya (APE) 

3187 810 3862.5 615 121.2% 75.93% 

 

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1a.  Pada tahun 2022 terdapat tiga Indikator Kinerja Utama yang harus 

diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Dumai selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah 

cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat 

penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit 

pelayanan terpadu sesuai standar dengan target pada tahun 2022 

adalah 95% berasal dari perhitungan Jumlah perempuan dan anak 

korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh 

petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar 

dibagi dengan jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak 

yang berkunjung di Upt PPA dikali 100%. 

b. Pada tahun 2022 cakupan perempuan dan anak korban kekerasaan yang 

mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit 

pelayanan terpadu sesuai standar dengan rincian jumlah korban kekerasan 

perempuan di  Kota Dumai pada tahun 2022 tercatat sebanyak 21 orang dan 

korban kekerasan pada anak sebanyak 114 orang. Dengan demikian total 

korban kekerasan pada perempuan dan anak pada tahun 2022 sebanyak 135 
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orang dan jumlah korban yang telah mendapat penanganan pengaduan sesuai 

standar sebanyak 135 orang. Realisasi pada tahun 2022 adalah 105.3% 

dengan capaian 100%. 

c. Pada tahun 2023 tetap menjadi 100% dan realisasinya adalah 105.27% dengan 

rincian jumlah korban kekerasan perempuan di  Kota Dumai pada tahun 2022 

tercatat sebanyak 20 orang dan korban kekerasan pada anak sebanyak 154 

orang. Dengan demikian total korban kekerasan pada perempuan dan anak 

pada tahun 2023 sebanyak 174 orang dan jumlah korban yang telah mendapat 

penanganan pengaduan sesuai standar sebanyak 174 orang dengan capaian 

kinerja 100%. 

2a. Indikator Kinerja Utama yang kedua adalah  Skor pencapaian kota 

layak anak  dengan target pada tahun 2022 adalah 700  berasal dari 

perhitungan Skor verifikasi administrasi dibagi dengan skor evaluasi 

mandiri dikali 1000. 

b. Pada tahun 2022 Skor pencapaian kota layak anak untuk Kota Dumai 

sebesar 703.5 dari target 700 yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Realisasi 

pada tahun 2022 adalah 100.5%. 

c. Pada tahun 2023 naik menjadi 754.13 dan realisasinya adalah 100.55% pada 

target skor sebesar 750.  

3a.  Indikator Kinerja yang ketiga adalah Skor pencapaian anugerah 

parahita ekapraya (APE) dengan target  skor pada tahun 2022 

adalah 3187  berasal dari perhitungan Jumlah Pelembagaan 

Pengarusutamaan Gender  (PUG) ditambah dengan  

Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender  (PUG) dalam proses 

pembangunan ditambah dengan Inovasi. 

b. Pada tahun 2022 Skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE) 

untuk Kota Dumai sebesar 3862.5 dari target 3187 yang telah ditetapkan pada 

tahun 2022. Realisasi pada tahun 2022 adalah 121.2% dengan predikat Utama. 

c. Pada tahun 2023 turun menjadi 615 dan realisasinya adalah 75.93% dengan 

penurunan predikat dari Utama menjadi Madya pada target skor sebesar 810. 

Pada realisasi tahun 2023 skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE) 

tidak tercapai 100% hal ini disebabkan oleh : 

- perubahan indikator evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender 

(PUG) dari dua indikator yaitu dimensi prasyarat dan dimensi 
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pelaksanaan menjadi tiga indikator yaitu dimensi pelembagaan PUG, 

penyelenggaraan PUG dalam proses pembangunan, serta inovasi. 

- perubahan cara perhitungan evaluasi sehingga terjadi perubahan target 

skor pada tahun 2023 yang semula 3862 menjadi 810 yang berdampak 

pada penurunan nominal skor. 

- perubahan kategori skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE) 

yang semula terdiri dari 4 predikat yaitu  PRATAMA dengan range skor 

(2512.5-3187) , MADYA dengan range skor (3187.5-3862), UTAMA 

dengan range skor (3862.5-4537) dan MENTOR dengan range skor 

(>4537.5) menjadi 5 predikat yaitu predikat PRATAMA dengan range 

skor (501-600), MADYA dengan range skor (601-700), NINDYA dengan 

range skor (701-800), UTAMA dengan range skor (801-900) dan 

MENTOR dengan range skor (>900). 

  

Dari analisis diatas, dapat  dilihat  bahwa  secara  keseluruhan 

keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RENJA SKPD) tahun 2023 dapat dikatakan SANGAT 

BERHASIL. 

 

3.3      Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA 

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Dumai Tahun 2021 – 2026  ditunjukkan dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.5 

Perbandingan Realisasi  Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target Akhir 

Renstra 
Realisasi 

Tingkat 
Kemajuan 

1 

 

Meningkatnya 
Pelaksanaan 
Pengarusutamaan 
Gender dan 
Pemberdayaan 
Perempuan dalam 
Pembangunan serta 
Perlindungan 
Perempuan dan Anak 
dari Tindak Kekerasan 

  

Cakupan 
Perempuan dan 
Anak Korban 
Kekerasan yang 
Mendapat 
Penanganan 
Pengaduan oleh 
Petugas Terlatih di 
dalam Unit 
Pelayanan 
Terpadu Sesuai 
Standar 

 

95% 100% 105.3% 

Skor Pencapaian 

Kota Layak Anak 
900 754.13 83.8% 

Skor Pencapaian 

Anugerah Parahita 

Ekapraya (APE) 

840 615 73.3% 

 

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir 

periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut : 

3.  Capaian Indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 

yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam 

Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar sebagai berikut : 

- Meningkatkan kualitas sdm UPT PPA ; 

- Meningkatkan Kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam 

hal penjaringan, pemantauan, pendampingan dan 

penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada satuan 

tugas – satuan tugas Peduli Perempuan dan Anak 

(DULREMPAK) yang ada di kecamatan dan kelurahan 

sebagai perpanjangan tangan Dinas PPPA Kota Dumai; 

4. Capaian Indikator skor pencapaian kota layak anak sebagai berikut: 

- Meningkatkan Kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam 

hal pencapaian Dumai sebagai kota layak anak; 

- Memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian 
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kota layak anak; 

5. Capaian Indikator Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 

sebagai berikut : 

- Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam 

pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender 

(PPRG) ; 

- Meningkatkan kerjasama lintas sektor terkait dalam 

pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender 

(PPRG); 

- Memperkuat kerjasama tim dalam hal penyebarluasan 

informasi tentang perencanaan penganggaran responsif 

gender (PPRG); 

 

3.4      Perbandingan  Realisasi  Kinerja  Dengan  Realisasi  Nasional 

(Target SPM) 

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi  k inerja  

dengan  target Nasional ( Target SPM ) sebagaimana table 3.5 

berikut : 
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Tabel 3.6 

Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional 

 

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 
KINERJA 

REALISASI 
2022 

REALISASI 
NASIONAL 

KETERANGAN 

1 Meningkatnya Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender 
dan Pemberdayaan 
Perempuan dalam 
Pembangunan serta 
Perlindungan Perempuan 
dan Anak dari Tindak 
Kekerasan 

Cakupan 
Perempuan 
dan Anak 
Korban 
Kekerasan 
yang Mendapat 
Penanganan 
Pengaduan 
oleh Petugas 
Terlatih di 
dalam Unit 
Pelayanan 
Terpadu 
Sesuai Standar 

 

100% - Tidak ada 

Skor Pencapaian 

Kota Layak Anak 
705.3 - Tidak ada 

Skor Pencapaian 

Anugerah 

Parahita 

Ekapraya (APE) 

3862.5 - Tidak ada 

 

3.5       Akuntabilitas Keuangan 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung 

dengan anggaran sebesar Rp 7.666.892.538 (Tujuh Milyar Eam Ratus 

Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus 

Tiga Puluh Delapan Rupiah) bersumber dari dana bagi hasil, pendapatan 

asli daerah dan dana alokasi khusus Anggaran tersebut terdiri dari 

BELANJA OPERASI sebesar Rp. 7.525.246.046 (Tujuh Milyar Lima Ratus 

Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Puluh Empat 

Puluh Enam Rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 141.646.492 

(Seratus Empat Pulih Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat 

Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). 

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 

7.338.057.658 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Puluh 

Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), terdiri dari Belanja 

Operasi Rp. 7.198.027.658 (Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta 

Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dan      Belanja      
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Modal terealisasi Rp. 140.030.000 (Seratus Empat Puluh Juta Tiga Puluh Ribu 

Rupiah). 

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan 

program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut: 

 

Tabel 3.7 

Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas) 
 

 

No Sasaran Strategis 

 

Program 

Anggaran 

Setelah 

Perubahan 

 

Realisasi 

 

% Rata Rata 

1 
 

Meningkatnya 
Pelaksanaan 
Pengarusutamaan 
Gender dan 
Pemberdayaan 
Perempuan dalam 
Pembangunan serta 
Perlindungan 
Perempuan dan 
Anak dari Tindak 
Kekerasan 

 

Program 
Pengarusutamaan 
Gender dan 
Pemberdayaan 
Perempuan 

Rp. 263.253.700 Rp. 262.758.000 99.81  

Program 
Perlindungan 
Perempuan 

Rp. 185.546.000 Rp. 166.145.600 89.54  

Program 
Peningkatan 
Kualitas Keluarga 

Rp. 5.999.300 Rp. 5.997.500 99.97  

Program 
Pengelolaan 
Sistem Data 
Gender dan Anak 

Rp. 40.524.980 Rp. 39.088.900 96.45  

Program 
Pemenuhan Hak 
Anak 

Rp. 188.990.200 Rp. 185.087.161 97.93  

Program 
Perlindungan 
Khusus Anak 

Rp. 467.453.580 Rp. 405.093.983 86.65  

 

Total anggaran belanja adalah Rp. 1.151.767.760 dengan realisasi Rp. 

1.064.171.144 atau dengan capaian sebesar 92.40% dari total anggaran. 

Anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan ada beberapa factor 

yang mempengaruhi yaitu adanya keterlambatan penginputan ke dalam 

sistem aplikasi yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan 

program kegiatan yang bersumber dari DAK-Non Fisik. Hal ini berdampak 

juga pada kurangnya serapan anggaran DAK-Non Fisik (program 

perlindungan perempuan dan program perlindungan khusus anak). 

 

3.6      Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan 

dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.8 

Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

 

TUJUAN/ 
SASARAN/ 
PROGRAM 

INDIKATOR 

KINERJA ANGGARAN 

TARGET REALISASI CAPAIAN 
% 

ALOKASI REALISASI CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tujuan : 
Terwujudnya 
kesetaraan dan 
keadilan gender 
serta pemenuhan 
hak perempuan 
dan anak di Kota 
Dumai 

Cakupan 
Perempuan 
dan Anak 
Korban 
Kekerasan 
yang Mendapat 
Penanganan 
Pengaduan 
oleh Petugas 
Terlatih di 
dalam Unit 
Pelayanan 
Terpadu 
Sesuai Standar 

 

95% 100% 105.27%    

Sasaran : 
Meningkatnya 
Pelaksanaan 
Pengarusutamaan 
Gender dan 
Pemberdayaan 
Perempuan dalam 
Pembangunan 
serta Perlindungan 
Perempuan dan 
Anak dari Tindak 
Kekerasan 

Program : 
Program 
perlindungan 
perempuan 

Meningkatnya 
perlindungan 
bagi 
perempuan 

30%  12.27% 185.546.000 166.145.600 89.54 

Program : 
Program 
Perlindungan 
Khusus Anak 

Meningkatnya 
perlindungan 
khusus anak 

50%  39.54% 467.453.580 405.093.983 86.65 

Tujuan : 
Terwujudnya 
kesetaraan dan 
keadilan gender 
serta pemenuhan 
hak perempuan 
dan anak di Kota 
Dumai 

Skor 
pencapaian 
kota layak anak 

 

750 754.13 100.55%    

Sasaran : 
Meningkatnya 
Pelaksanaan 
Pengarusutamaan 
Gender dan 
Pemberdayaan 
Perempuan dalam 
Pembangunan 
serta Perlindungan 
Perempuan dan 
Anak dari Tindak 
Kekerasan 

Program : 
Program 
Pemenuhan Hak 
Anak 

Meningkatnya 
capaian skor 
kota layak anak 

75%  100.55% 188.990.200 185.087.161 97.93 
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Program : 
Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Keluarga 

Persentase 
Lembaga 
Penyedia 
Layanan 
Peningkatan 
Kualitas 
Keluarga 

80%   5.999.300 5.997.500 99.97 

Tujuan : 
Terwujudnya 
kesetaraan dan 
keadilan gender 
serta pemenuhan 
hak perempuan 
dan anak di Kota 
Dumai 

Skor 
Pencapaian 
Anugerah 
Parahita 
Ekapraya 
(APE) 

810 615 75.93%    

Sasaran : 
Meningkatnya 
Pelaksanaan 
Pengarusutamaan 
Gender dan 
Pemberdayaan 
Perempuan dalam 
Pembangunan 
serta Perlindungan 
Perempuan dan 
Anak dari Tindak 
Kekerasan 

Program : 
Program 
Pengarusutamaan 
Gender dan 
Pemberdayaan 
Perempuan 

Persentase 
ARG di  Kota 
Dumai 

15%  12.05% 263.253.700 262.758.000 99.81 

Program : 
Program 
Pengelolaan 
Sistem Data 
Gender dan Anak 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
data terpilah 
gender dan 
anak 

35%  44% 40.524.980 39.088.900 96.45 

 

3.7      Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Analisis atas  efisiensi  peggunaan  sumber  daya  pada  tahun  

2023  adalahsebagai  berikut : 

a. Pada Indikator Kinerja Utama yaitu cakupan perempuan dan anak 

korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh 

petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar 

tingkat efisiensinya adalah 1 . 2 0 %  berasal dari perhitungan 

persentase capaian kinerja tahun 2023 (105.27%) dibagi dengan 

persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (8 8 . 1 0 % ). 

Pencapaian  tersebut menunjukkan bahwa e fisiensi penggunaan 

Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN; 

b. Pada Indikator Kinerja Utama yaitu skor pencapaian kota layak 

anak tingkat efisiensinya adalah 1 . 0 2 %  berasal dari 
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perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100.55%) dibagi 

dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98.95% ). 

Pencapaian  tersebut menunjukkan bahwa e fisiensi penggunaan 

Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN; 

c.  Pada Indikator Kinerja Utama yaitu skor pencapaian anaugerah 

parahita ekapraya (APE) tingkat efisiensinya adalah 0 . 7 8 %  

berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 

(75.93%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 

2023 (9 8 . 1 3 % ). Pencapaian  tersebut menunjukkan bahwa 

e fisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori 

KURANG; 

 

3.8        Prestasi dan Penghargaan 

Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut: 

 

Tabel 3.9 

Prestasi dan Penghargaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 

No Jenis Penghargaan Prestasi Tingkat Diberikan Oleh 

1 Kota Layak Anak Nindya Nasional Kementrian 

Pemberdayaan 

dan Perlindungan 

Anak 

2 Anugerah Parahita 

Ekapraya 

Madya Nasional Kementrian 

Pemberdayaan 

dan Perlindungan 

Anak 

 

Catatan : Agar dilengkapi dengan dokumentasi dan data dukung dalam 

penjelasan yang diuraikan. Dapat ditambahkan dengan grafik, diagram, foto 

dan screenshoot gambar sebagai eviden. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

Memberikan penjelasan simpulan terhadap capaian target, apakah 

telah/belum memenuhi target, apakah telah efisien dan apakah terdapat 

penghematan sumber daya dalam pencapaian target tahun 2023. 

Permasalahan yang dihadapi dan saran solusi/jalan keluar untuk 

masa yang akan datang. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk 

perbaikan. 

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKjIP 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 

2023 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program 

dan kegiatan  pada  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Dumai. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan 

memberikan  petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan 

kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 

 

    Kota Dumai, 29 Januari 2024 

KEPALA DINAS PPPA KOTA DUMAI 

 

 

 

MAINI ASNA, SKM, M.Si 

Pembina Tk. I 

NIP. 19680529 198903 2 002 



LAMPIRAN 

 
MATRIK RENCANA STRATEGIS 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI 

TAHUN 2021 - 2026 
 

VISI : T e r w u j u d n y a  D u m a i  s e b a g a i  K o t a  P e l a b u h a n  d a n  I n d u s t r i  y a n g  U n g g u l  d a n  b e r t u m p u  p a d a  b u d a y a  m e l a y u  

MISI  : M e w u j u d k a n  S u m b e r  D a y a  M a n u s i a  y a n g  b e r k u a l i t a s  d a n  b e r j a t i  d i r i  m e l a y u  

SASARAN : M e n i n g k a t n y a  D e r a j a t  P e n d i d i k a n  M a s y a r a k a t  K o t a   D u m a i  

 

TUJUAN SASARAN 
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN 

SASARAN 

 

KETERAN GAN 

 
URAIAN 

 
INDIKATOR 

 
FORMULA 

PERHITUNGA

N 

KONDIS

I AWAL 
TARGET  

URAIAN 

 
INDIKAT

OR 

 
FORMULA 

PERHITUNGAN 

KONDISI 

AWAL 
TARGET  

STRATEGI 

 
KEBIJAKAN 

 
PROGRAM 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 1
2 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 2
2 

23 21 

Terwujudnya 

Kesetaraan dan 

keadilan gender 

serta pemenuhan 

hak perempuan 

dan anak dikota 

Dumai 

Skor 

Pencapian 
Anugerah 
Parahita 

Ekapraya 
(APE)   

   3187 810 820 830 840 Meningkatnya 

Pelaksanaan 

Pengarusutamaan 

Gender dan 

Pemberdayaan 

Perempuan dalam 

Pembangunan 

serta Perlindungan 

Perempuan dan 

Anak dari Tindak 

Kekerasan 

Cakupa

n 

Peremp

uan 

Dan 

Anak 

Korban 

Kekeras

an Yang 

Mendap

at 

Penang

anan 

Pengad

uan 

Oleh 

Petugas 

Terlatih 

Didalam 

Unit 

Pelayan

an 

Terpadu 

Sesuai 

Standar 

Jumlah 

perempuan 

dan anak 

korban 

kekerasan 

yang mendapat 

penanganan 

pengaduan 

oleh petugas 

terlatih di 

dalam unit 

pelayanan 

terpadu sesuai 

standar dibagi 

jumlah kasus 

kekerasan 

pada 

perempuan 

dan anak yang 

berkunjung di 

Upt PPA dikali 

seratus persen 

  95 95 95 95 95 Meningkatnya 

Perlindungan 

Perempuan dan 

Anak Terhadap 

Tindak Kekerasan 

termasuk Tindak 

Pidana 

Perdagangan 

Orang (TPPO) 

1. Penyediaan Layanan 

Pengaduan 

Masyarakat terkait 

Tindak Kekerasan 

Terhadap 

Perempuan dan 

Anak, serta Layanan 

Konseling, Mediasi 

dan Pendampingan 

kepada Perempuan 

dan Anak Korban 

Kekerasan 

2. Peningkatan 

pemahaman kepada 

masyarakat luas 

terhadap regulasi 

Perlindungan 

Perempuan dan 

Anak 

1
. 

P
ro

g
ra

m
 P

e
rl
in

d
u
n
g
a
n
 P

e
re

m
p
u
a
n
 

2
. 

P
ro

g
ra

m
 P

e
rl
in

d
u
n
g
a
n
 K

h
u
su

s 
A
n
a
k
 

 

          Skor 

Penca
pain 
Kota 

Layak 
Anak 

Skor verifikasi 

administrasi 
dibagi skor 
evaluasi mandiri 

dikali seribu 

  70

0 

75

0 

80

0 

850 90

0 

Terwujudnya Kota 

Dumai sebagai 
Kota Layak Anak 

1. Meningkatnya 

kualitas anak 
2. Pengembangan 

pusat layanan anak 

1
. 
P
e
m

e
n
u
h
a
n
a
 

H
a
k
 A

n
a
k
 

2
. 
P
ro

g
ra

m
 

P
e
n
in

g
k
a
ta

n
 

K
u
a
lit

a
s 

K
e
lu

a
rg

a
 

 



 

          Skor 

Penca

pian 

Anug

erah 

Parahi

ta 

Ekapr

aya 

(APE)    
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Dumai, 29 Januari 2024 

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK  

KOTA DUMAI 

 

 

 

 

MAINI ASNA, SKM, M.Si 
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Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Tahun Anggaran : 2023

No

: Rp

: Rp

Persentase Capaian Program Tahun 2024 : 

Pengukuran Kinerja

Realisasi Anggaran Program Tahun 2024

7.666.892.538       

7.338.057.658       

95,71%

Pagu Anggaran Program Tahun 2023

Meningkatnya Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan dalam 

Pembangunan serta Perlindungan 

Perempuan dan Anak dari Tindak 

Kekerasan

95 100 105,27%

750 754,13 100,55%

810Skor Pencapian Anugerah Parahita 

Ekapraya (APE)   
Jumlah Pelembagaan Pengarustamaan Gender  

(PUG) +  Penyelenggaraan Pengarustamaan 

Gender  (PUG) dalam proses pembangunan + 

Inovasi

615 75,93%

Skor Pencapain Kota Layak Anak Skor verifikasi administrasi

skor evaluasi mandiri
x100

Cakupan Perempuan Dan Anak Korban 

Kekerasan Yang Mendapat 

Penanganan Pengaduan Oleh Petugas 

Terlatih Didalam Unit Pelayanan 

Terpadu Sesuai Standar
jumlah kasus kekerasan pada 

perempuan dan anak yang berkunjung 

di Upt PPA 

x100

Jumlah perempuan dan anak korban 

kekerasan yang mendapat 

penanganan pengaduan oleh petugas 

terlatih di dalam unit pelayanan 

terpadu sesuai standar

TargetSasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi Perhitungan Realisasi Capaian



PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN  

 REALISASI BELANJA TAHUN 2023 
 

 

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%) 

1 2 3 4 5 

I. 
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER 
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

263.253.700 262.758.000 99.81 

 1. 
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan 
Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

85.991.100 85.607.000 99.56 

1.1 
Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan PUG kewenangan 
kabupaten/kota 

52.990.000 52.888.000 99.81 

1.2 
Sub kegiatan advokasi kebijakan 
pendampingan pelaksanaan PUG termasuk 
PPRG 

12.044.400 11.960.000 99.30 

1.3 
Sub kegiatan sosialisasi kebijakan 
pelaksanaan PUG termasuk PPRG 

20.956.700 20.759.000 99.06 

 2. 

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang 
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada 
Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

97.262.600 97.217.000 99.96 

2.1 
Sub kegiatan sosialiasasi peningkatan 
partisipasi perempuan di bidang politik, 
hukum, social dan ekonomi 

97.262.600 97.217.000 99.96 

 3. 
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan 
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan 
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 

80.000.000 79.934.000 99.92 

3.1 
Sub kegiatan pengembangan komunikasi, 
informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan 

perempuan kewenangan kabupaten/kota 

80.000.000 79.934.000 99.92 

II PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 185.546.000 166.145.600 89.54 

 1. 
Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap 
Perempuan Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota 

67.908.000 67.908.000 100 

1.1 

Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan 
pencegahan kekerasan terhadap perempuan 
lingkup daerah kabupaten/kota 

67.908.000 67.908.000 100 

 2. 

Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan 
Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan 
yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

92.638.000 77.173.000 83.31 



2.1 

Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan penyediaan layanan rujukan 
lanjutan bagi perempuan korban kekerasan 
kewenangan kabupaten/kota 

92.638.000 77.173.000 83.31 

 3. 

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan 
Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan 
Perempuan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

25.000.000 21.064.600 84.26 

3.1 
Sub kegiatan penguatan jejarring antar 
lembaga penyedia layanan perlindungan 
perempuan kewenangan kabupaten/kota 

25.000.000 21.064.600 84.26 

III 
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 
KELUARGA 

5.999.300 5.997.500 99.97 

1.  

Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga 
dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) 
dan Hak Anak Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

5.999.300 5.997.500 99.97 

1.1 
Sub kegiatan pengembangan kegiatan 
masyarakat untuk peningkatan kualitas 
keluarga kewenangan kabupaten/kota 

5.999.300 5.997.500 99.97 

IV 
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA 
GENDER DAN ANAK 

40.524.980 39.088.900 96.45 

 1. 

Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis 
dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam 
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

40.524.980 39.088.900 96.45 

1.1 
Sub kegiatan penyediaan data gender dan 
anak di kewenangan kabupaten/kota 

29.520.500 29.021.900 98.31 

1.2 
Sub kegiatan penyajian dan pemanfaatan data 
gender dan anak dalam kelembagaan data di 

kewenangan kabupaten/kota 

11.004.480 10.067.000 91.48 

V PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 188.990.200 185.087.161 97.93 

 1. 
Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga 
Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia 
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 

6.449.700 6.448.700 99.99 

1.1 

Sub kegiatan advokasi kebijakan dan 
pendampingan pemenuhan hak anak pada 
lembaga pemerintah, non pemerintah, media 
dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota 

6.449.700 6.448.700 99.99 

 2. 

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan 
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 
Kualitas Hidup Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

182.540.500 178.638.461 97.87 



2.1 
Sub kegiatan penyediaan layanan peningkatan 
kualitas hidup anak kewenangan 
kabupaten/kota 

40.000.000 39.157.861 97.90 

2.2 

Sub kegiatan pengembangan komunikasi, 
informasi, dan edukasipemenuhan hak anak 
bagi lembaga penyedia layanan peningkatan 
kualitas hidup anak tingkat daerah 
kabupaten/kota 

129.993.300 126.940.000 97.66 

2.3  

Sub kegiatan penguatan jejaring antar 
lembaga penyedia layanan peningkatan 
kualitas hidup anak tingkat daerah 
kabupaten/kota 

12.547.200 12.540.600 99.95 

VI PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 467.453.580 405.093.983 86.65 

 1. 
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap 
Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup 
Daerah Kabupaten/Kota 

81.592.000 81.592.000 100 

1.1 
Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi 
pencegahan kekerasan terhadap anak 
kewenangan kabupaten/kota 

81.592.000 81.592.000 100 

 2. 

Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak 
yang Memerlukan Perlindungan Khusus 
yang Memerlukan Koordinasi Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

284.201.580 234.180.580 82.40 

2.1 

Sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan 
masyarakat bagi anak yang memerlukan 
perlindungan khusus tingkat daerah 
kabupaten/kota 

29.999.580 28.528.580 95.10 

2.2 

Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan pendampingan anak yang 
memerlukan perlindungan khusus 
kewenangan kabupaten/kota 

254.202.000 205.652.000 80.91 

3.  

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan 
Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang 
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

101.660.000 89.321.403 87.87 

3.1 

Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi 

peningkatan kapasitas sumber daya lembaga 
penyedia layanan anak yang memerlukan  

101.660.000 89.321.403 87.87 

I 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

6.515.124.778 6.273.886.514 96.30 

 1. 
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

32.222.000 31.126.600 96.60 

1.1 
Sub kegiatan penyusunan dokumen 
perencanaan perangkat daerah 

8.354.000 8.354.000 100 

1.2 
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan 
dokumen RKA-SKPD  

5.997.900 5.997.900 100 



1.3  
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan 
dokumen perubahan RKA-SKPD 

1.911.500 1.911.500 100 

1.4 
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan 
DPA-SKPD  

3.417.800 3.417.800 100 

1.5 
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan 
perubahan DPA-SKPD 

1.212.000 1.212.000 100 

1.6 
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan 
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

4.786.800 4.786.800 100 

1.7 
Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat 
daerah 

6.542.000 5.446.600 83.26 

2. 
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

4.644.387.571 4.427.274.654 95.33 

2.1 
Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan 
ASN 

4.664.387.571 4.427.274.654 95.33 

3. 
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

361.487.506 358.719.053 99.24 

3.1 
Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi 
listrik penerangan bangunan kantor 

5.000.000 4.957.700 99.16 

3.2 
Sub kegiatan penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor  

73.925.001 73.501.320 99.43 

3.3 
Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah 
tangga 

14.523.553 13.957.400 96.11 

3.4 Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor 47.803.647 46.660.000 97.61 

3.5 
Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan  

18.515.720 17.971.200 97.06 

3.6 
Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan 
peraturan perundang-undangan 

7.728.000 7.728.000 100 

3.7 
Sub kegiatan penyelenggaraan rapat 
koordinasi dan konsultasi SKPD 

193.991.585 193.943.433 99.98 

4. 
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

498.532.581 495.531.000 99.40 

4.1 
Sub kegiatan pengadaan kendaraan 
perorangan dinas atau kendaraan dinas 
jabatan 

125.208.000 125.160.000 99.97 

4.2 Sub kegiatan pengadaan mebel 55.648.000 55.230.000 99.25 

4.3 
Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin 
lainnya 

85.998.492 84.800.000 98.61 



4.4 
Pengadaan sarana dan prasarana gedung 
kantor atau bangunan lainnya 

231.678.089 230.341.000 99.43 

5. 
Kegaiatan Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

844.354.120 827.244.207 97.98 

5.1 Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 174.000 170.000 97.71 

5.2 
Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik 

99.160.000 91.960.827 92.74 

5.3 
Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan 
umum kantor 

745.020.120 735.113.380 98.67 

6. 
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

134.141.000 133.991.000 99.89 

6.1 

Sub penyediaan jasa pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan, dan pajak kendaraan 
perorangan dinas atau kendaraan dinas 
jabatan  

38.530.000 38.530.000 100 

6.2 
Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, 
biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan 
kendaraan dinas operasional atau lapangan 

83.221.000 83.211.000 99.99 

6.3 
Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan 
mesin lainnya 

5.680.000 5.600.000 98.60 

6.4 
Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi 
sarana dan prasarana pendukung gedung 
kantor atau bangunan lainnya 

6.710.000 6.650.000 99.11 

TOTAL ANGGARAN 7.666.892.538 7.338.057.658 95.71 
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